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ABSTRAK

FAREKHA. Pengaruh Tingkat Kompetensi Pegawai dan Kepatuhan Aturan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kabupaten
Batang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kompetensi
pegawai dan kepatuhan aturan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Jenis penelitian berfokus pada penelian lapangan, metode pendekatan penelitian
ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada OPD
Kabupaten Batang, menggunakan metode pertimbangan atau kriteria tertentu.
Populasi dalam penelitian ini yaitu organisasi pemerintah daerah kabupaten
batang yang masuk dalam kriteria indikator peningkatan pemerintahan yang baik
sesuai dengan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Kinerja
kabupaten batang.

Dalam penelitian diperoleh sampel sebanyak 51 responden. Pengujian
dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas,
normalitas, asumsi Klasik, regresi linear berganda, analisis uji hipotesis, dan
koefisien determinan dengan bantuan alat SPSS 23. Hasil penelitian membuktikan
bahwa tingkat kompetensi pegawai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian untuk kepatuhan aturan
secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Kata kunci : Tingkat Kompetensi Pegawai, Kepatuhan Aturan, Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
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ABSTRACT

The Influence of Employee Competency Levels and Regulatory Compliance
on Performance Accountability of OPD Government Agencies in Batang
Regency.

This study aims to determine the effect of employee competency level
and This study aims to determine the effect of employee competency level and
regulatory compliance on the performance accountability of government agencies.
This type of research focuses on Field Research, the method of this research
approach uses quantitative methods. This research was conducted at the OPD of
Batang Regency, using the Purposive Sampling method. The population in this
study is the Batang Regency local government organization which is included in
the criteria for improving good governance indicators as stated in the Batang
Regency performance accountability report.

In the study obtained a sample of 51 respondents. Testing in this study
uses descriptive statistics, validity, reliability, normality, classical assumptions,
multiple linear regression, hypothesis testing analysis, and determinant
coefficients with the help of SPSS 23. The results of the study prove that the level
of employee competence partially has a significant effect on agency performance
accountability. government. Then for partial rule compliance also has a significant
effect on the performance accountability of government agencies.

Keywords: Employee Competency Level, Compliance with Regulations,
Performance Accountability of Government Agencies.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Munculnya perkembangan orientasi manajemen berbagai makna
akuntabilitas telah muncul. Dari sudut tata pemerintahan yang baik,
pemerintahan tidak hanya berupaya untuk mencapai tujuan ekonomi,
tetapi juga hubungannya dengan masyarakat dan warga negaranya. Dalam
konteks hubungan Negara dan warga negara, warga negara seharusnya
tidak hanya dianggap sebagai konsumen produk kebijakan yang
dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga warga negara yang
memiliki hak atas pemerintahannya. Hak untuk menilai semua tindakan
pemerintah, warga negara juga harus menghormati keinginan pemerintah
untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien untuk menjalankan
aktivitasnya (Rusdiana, 2018).

Kebutuhan akan akuntabilitas meningkat tajam setelah masa
reformasi. Tuntutan publik tidak hanya pelaporan keuangan, tetapi juga
akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, tahun 1999 pemerintah menetapkan
Keppres RI No. 07 kemudian memperbaharuinya tahun 2014 No. 29
mengenai Tanggung Jawab Pemerintahan (LAKIP). Secara tidak langsung
dan berkala lembaga publik harus membuat, menyunting, serta
melaporkan Kkinerja laporannya. Maksud dan tujuan adanya laporan
tersebut agar memberikan informasi mengenai output lembaga atau

instansi pada periode berjalan sehubungan adanya kemajuan dalam



mencapai tujuan dan sasarannya. Instansi pemerintah yang berlaku wajib
melaporkan serta mempertanggungjawabkan capaian keberhasilannya
dalam LAKIP. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah
kepada masyarakat luas guna memberikan informasi tentang keberhasilan
pelaksanaan program. (Rusdiana, 2018)

Berdasarkan hasil nilai capaian kinerja pada RPJMD Jawa Tengah
lima tahun terakhir, dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah pada akhir
perencanaan jangka menengah Tahun 2018 hasil kinerja secara
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 7 misi, 28 tujuan dan 38
sasaran yang diukur dengan 66 Indikator Kinerja, untuk capaian Kinerja
sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan misi RPJMD rata-rata
tercapai sebesar 91,26% atau kategori “Baik”. Secara rinci dapat
dijelaskan output terhadap ukuran kinerja 38 target Provinsi Jawa Tengah
berkesimpulan terdapat 14 target (36,84%) tercapai dengan dikategorikan
"Sangat Baik", 14 Sasaran Strategis (36,84%) tercapai dengan kategori
"Baik", dan 2 Sasaran Strategis (5,26%) tercapai dengan kategori "Cukup
Baik" dan 7 Sasaran Strategis (18,42%) kategori “Kurang Baik” atau
masih belum tercapai. Dibawah ini grafik progres pencapaian target

kinerja sasaran pada RPJMD 2015-2018.



Gambar 1.1
Progres Pencapaian Target Kinerja Sasaran Pada RPJIMD 2015-2018

116,55

104,32 108,77 91,26

Sumber: LKJIP Provinsi Jawa Tengah 2018

Dilihat dari grafik tersebut, hasil ini merupakan representasi dari
kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Dinas, Badan, Rumah
Sakit Daerah, Setda, Sekretariat, DPRD yang telah membantu pemerintah
Provinsi Jawa Tengah tertuang pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-
2018 tentang perubahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Grafik tersebut menunjukkan
penurunan di tahun 2015 dikarenakan terjadi perubahan kualitas dan
kuantitas Indikator Kinerja Sasaran (LKJIP, 2018).

Menurut laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten Batang atas
realisasi penentuan kinerja periode 2018, pemerintah kabupaten Batang
menunjukkan kinerja dengan rata-rata prosentase 108,97. Hasil tersebut
dapat tercapai karena adanya penetapan 25 sasaran strategis sebelumnya.
Mencermati output analisis pencapaian tersebut juga masih terdapat
hambatan yang memerlukan upaya serta komitmen untuk menaikkan

kinerja dengan maksud agar penetapan kinerja yang sudah direncanakan



bisa terealisasi dengan baik. Berdasarkan laporan kinerja instansi
pemerintah kabupaten Batang terdapat beberapa permasalahan dalam
pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan kurangnya efisien dan efektivitas
dalam penyampaian misi pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan
publik. Selanjutnya keadaan ini juga meningkatkan tuntutan masyarakat
terhadap peningkatan pelayanan publik kepada pemerintah (Pemda, 2018).

Akuntabilitas yang andal memuat keterangan yang akurat, handal,
dan valid dimana laporan tersebut dapat mendeskripsikan tanggung jawab
untuk pengelolaan dan pengendalian penggunaan sumber daya oleh badan
nasional yang relevan. Akuntabilitas pemerintah yang kuat memerlukan
dukungan badan pemerintah yang kompeten atau berkualitas, partisipasi
publik, dan unsur pengawasan dan audit profesional. Penerapan sistem
tersebut  harus menjamin  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan yang efektif serta efisien, bertanggung jawab timbulnya
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian akuntabilitas
wajib dimaknai menjadi bentuk responsif, responsibel, transparan, bisa
dikontrol, dan liability (Kusumasari Bevaola, 2014).

Kesuksesan tercapainya sasaran ditentukan oleh kinerja organisasi
yang dihasilkan. Kinerja merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam
melaksanakan suatu aktivitas, rencana, visi dan misi organisasi.
Berhasilnya organisasi disebabkan oleh kinerja masing-masing pegawai.
SDM saat ini tidak menjamin kompeten, sehingga pejabat pemerintah

perlu lebih memperhatikan mereka yang bekerja. Kinerja karyawan adalah



tolok ukur lembaga terkait untuk menilai produktivitas dan memberikan
informasi kepada karyawan (Rosmaini, 2019 ).

Kinerja adalah transparansi keadaan yang dikomunikasikan suatu
pihak agar memperoleh informasi tentang capaian output kelembagaan
terkait dengan visi dan untuk memahami dampak dari aturan operasional
yang ditetapkan. Berdasarkan informasi tentang kegiatan organisasi,
tindakan yang diperlukan seperti penyesuaian kebijakan dan deskripsi
kegiatan utama organisasi serta tugas utama diambil sebagai dasar untuk
merencanakan dan menentukan tingkat keberhasilan (Pemda, 2018).

Di era globalisasi, peningkatan jumlah SDM untuk pembinaan
menjaga daya saing serta kemandirian menjadi syarat utama. Hal itu
sejalan dengan konteks pembangunan pemerintahan ke depan adalah
perangkat Negara dan bangsa yang profesional yang mampu bersaing dan
memprediksi pesatnya perkembangan global di berbagai aspek kehidupan
sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Rendahnya
kompetensi pegawai pemerintah daerah mengurangi akuntabilitas kinerja,
meningkatkan risiko investasi, dan mengurangi daya saing dan efektivitas.

(Rosmaini, 2019)



Tabel 1.1
Rekapitulasi Jenjang Sekolah PNS

Pendidikan
Status Sar
SD | SLTP | SLTA | DI | DIl | DI | DIV S1 S2 | S3| JML
mud
PNS |[200| 219 | 1045 |23 | 298 | 885 | 8 49 3039 409 | 1 | 6230
Sumber : LAKIP Kabupaten Batang 2018

Saat ini telah disahkan tiga undang-undang utama bidang
perbendaharaan, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Perkembangan hukum dan
akuntansi terkait erat. Sistem hukum yang berlaku di suatu negara
tergantung pada sistem yang dimilikinya, terlepas dari apakah negara yang
bersangkutan adalah hukum perdata atau hukum umum. Di bawah hukum
perdata, semua kegiatan didasarkan pada aturan hukum, termasuk aturan
pertanggungjawaban yang terakumulasi dalam undang-undang, yang
cenderung sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, semua aktivitas
hukum umum didasarkan pada perjanjian politik yang dibuat atas dasar
kasus per kasus. Instansi pemerintah bebas menggunakan standar apapun,
secara umum dapat diterima. Akuntan publik menganut sistem hukum
perdata, Yyaitu sistem yang memuat segala aturan yang terkait dengan
akuntan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (Astami,

2018).




Selain itu Sholikhin, (2016) berpendapat bahwa implementasi
akuntabilitas itu sendiri harus didukung oleh undang-undang dan peraturan
yang sesuai, dan kepatuhan terhadap implementasi kelembagaan seperti
penerapan sistem kompensasi dan hukuman yang konsisten dan bentuk
pelaporan akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi
akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, kepatuhan hukum juga
merupakan Kkriteria keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bukti penelitian tentang tingkat kompetensi dan taat aturan hukum
dapat ditemukan pada penelitian Pengaruh penerapan sistem akuntansi
pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan Pada peraturan
perundangan terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (Empirical
Study On the regional work units Pekan baru) sampai pada kesimpulan
bahwa kapasitas dan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap
efektivitas pelaporan pemerintah (Egrinaen Mauliziska, 2015). Hal ini juga
dapat diperkuat dengan riset yang judulnya Pengaruh Penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada
Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Studi pada SKPD Kota Pekanbaru), menyimpulkan bahwa
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja lembaga publik (Zulharman, 2015).



Meskipun telah banyak penelitian tentang akuntansi sektor publik,
kenyataannya masih banyak penyelewengan. Tentu saja hal ini berdampak
negatif terhadap kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga
publik, sehingga pemerintah terkait harus dapat mengambil masalah ini
sebagai pelajaran dalam memberikan tanggung jawab yang dipercayakan
kepada mereka. Dengan pemaparan tersebut, penulis ingin
mengembangkan penelitian sebelumnya dan ingin melihat sejauh mana
implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi,
serta kepatuhan undang-undang mempengaruhi laporan
pertanggungjawaban lembaga publik dengan pengembangan variabel
pemahaman akuntansi dengan tingkat kompetensi pegawai.

Berdasar paparan yang telah dijelaskan, penulis tertarik melakukan
penelitian pada pemerintah daerah, studi kasus OPD Kabupaten Batang
dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Kompetensi Pegawai dan
Kepatuhan Aturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Studi Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Batang). Dalam hal tersebut peneliti memiliki tujuan agar mengetahui dan
melihat sejauh mana tingkat pengaruh kompetensi pegawai dan kepatuhan
aturan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten

Batang.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, mulai dari

meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat, hasil nilai capaian



kinerja RPJMD Jawa Tengah yang menunjukkan penurunan dikarenakan

terjadi perubahan kualitas dan kuantitas indikator Kinerja sasaran (LKJIP,

2018). Kemudian berdasar laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten

Batang terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja yang

menyebabkan kurangnya efisien dan efektivitas dalam penyampaian misi

pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu meski

telah banyak penelitian terdahulu tentang akuntansi sektor publik,

realitanya masih banyak penyelewengan. Keadaan ini juga meningkatkan

tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik kepada

pemerintah. Dari beberapa alasan tersebut, berikut rumusan masalah dalam

penelitian ini :

1. Apakah Tingkat Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

2. Apakah Kepatuhan Aturan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh tingkat kompetensi pegawai terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Untuk menguji pengaruh kepatuhan aturan terhadap akuntabilitas

Kinerja instansi pemerintah.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil studi harus menjadi dasar pemikiran ilmiah
guna kemajuan ilmu akuntansi sektor publik khususnya dari sudut
pandang pemerintah. Diharapkan temuan ini dapat dijadikan referensi
oleh mereka yang secara khusus tertarik dalam penelitian lebih lanjut

di bidang akuntansi sektor publik serta dapat bermanfaat bagi pembaca

dengan menambahkan literatur perpustakaan.

2. Manfaat Praktis
Hasil studi ini secara khusus, diharapkan memiliki manfaat oleh
pemangku kepentingan, yaitu :

a. Khususnya untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya,
harapan penulis studi ini berguna dalam meningkatkan ilmu
pengetahuan serta benar-benar bisa menunjang kebutuhan berbagai
pihak yang berkepentingan.

b. Bagi lembaga publik, semoga hasil studi ini bisa menjadi dasar
pengevaluasian untuk menambah informasi dan tanggung jawab
atas kerja lembaga publik.

c. Bagi Penulis, riset ini dapat digunakan sebagai bentuk pengalaman
dan implementasi ilmu yang telah didapat selama dibangku
perkuliahan. Dengan penelitian ini, peneliti juga dapat mengetahui

dan memahami bagaimana pengaruh tingkat kompetensi pegawai,
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partisipasi masyarakat, dan kepatuhan aturan terhadap akuntabilitas

Kinerja instansi pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan penelitian.

Dalam penelitan ini dikelompokkan menjadi lima bab kepenulisan yang

setiap babnya terdapat sub bab untuk lebih detail. Rangkaian dari bab awal

sampai terakhir merupakan hal yang keterkaitan.

BAB |

BAB Il

BAB Il1

BAB IV

: PENDAHULUAN

Pada awal terdapat latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang terbagi

kedalam lima sub-bab.

: KERANGKA TEORI

Pada bagian kedua terdiri dari empat sub bab yang
berisikan landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka pikir

serta hipotesis.

: METODE PENELITIAN

Pada bagian ketiga metodologi penelitian terdapat sub bab
yang berisi tentang jenis, pendekatan, kerangka penelitian,
populasi, sampel, variabel penelitian, sumber, alat, teknik

pengumpulan dan analisis data.

- ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian empat meliputi gambaran data, analisis, temuan

penelitian, serta hasil pembahasan.
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BAB V : PENUTUP
Bagian lima adalah bagian akhir, didalamnya meliputi

simpulan serta saran.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Dari hasil perolehan data dan uraian pembahasan penelitian yang tertuang

pada skripsi ini, dapat ditarik simpulan :

1. Secara parsial variabel Tingkat Kompetensi Pegawai berpengaruh
signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah OPD Kabupaten Batang. Hal tersebut dibuktikan dengan
membandingkan nilai t hitung  dengan t tabel, serta taraf
signifikansinya yaitu t hitung 2,534 >t tabel 2,011, dan mempunyai
nilai signifikan 0,015 lebih kecil dari 0,05.

2. Secara parsial Variabel kepatuhan aturan berpengaruh signifikan dan
positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD
Kabupaten Batang. Hal tersebut dibuktikan dengan perbandingan
nilai t hitung 6,628 > t tabel 2,011, dan mempunyai nilai signifikan
0.000 lebih kecil dari 0,05.

B. Saran
OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan serta mempertahankan
kemampuannya melalui pemberian pelatihan bagi pegawainya. Instansi
didorong agar dapat mewujudkan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian,
untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan inovasi

terhadap variabel penelitian.

68
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